


5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembar: Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indones: Nomor 6914};

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaa: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind esia Nomor
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tal in 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Per turan Pern rintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Necgara Republik Indonesia
Tahun 2019 No: or 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321};

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembar 1 Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Le baran @ :gara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indones” Nomor 6883);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

11. Peraturan.






























Pasal 7

(1) Fokus penggunaan Dana Gampong untuk dukungan program Ketahanan
Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢, huruf d dan
huruf e dilaksanakan berdasarkan aspek:

a. ketersediaan pangan di Gampong;
b. keterjangkauan panga di Gampong; dan
c. pemanfaatan pangan di Gampong.

(2) Penggunaan Dana Gampong untu’ "-tahanan Pang: sebaga” wma ' akst~”
pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama
Gampong dan antar Gampong, dengan memperhatik: . aspek pelestarian
lingkungan Gampong dan kawasan pergampongarn.

(3) Penggunaan Dana Gampong untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (*° dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan
makan bergizi gratis di tingkat Gampong.

(4) Fokus penggunaan Dana Gampong untuk program Ketahanan Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh
persen).

(5) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi gampong.

(6) Penggunaan Dana Gampong untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) o libatkan BUMG, BUMG bersama atau kelembagaan ekonomi
masyarakat di Gar ong.

(7) Penggv .aan Dana Gampong untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat {2), dan ayat (4) dilaksanakan sesual dengan kewenangan

Gampong 1n diputuskan dalam Musyawarah Gampor ~.

Pasal 8
Fokus penggunaan Dana Gampong untuk pengembangan potensi dan keunggulan
Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf {f digunakan untuk
pengembangan Gampong wisata, Gampong devisa, dan Gampong argoekonomi,
atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Gampong lainnya sesuai

karakteristik Gampong.

Pasal 9
Fokus penggunaan Dana Gampong untuk pemanfaatan teknologi dan informasi
untuk percepatan implementasi Gampong digital sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf g digunakan untuk percepatan penir atan kualitas layanan

jaringan telekomunikasi Gampong serta pengembangan Gampong digital.

Pasal 10


















(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilengkapt dengan dokumen
Peraturan Gampong ten: ng RKPG dan Qanun tentang / 'BG.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu)
bulan terhitung sejak RKPG ditetapkan.

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Keuchik dapat enyampaikan
laporan penetapan fokus penggunaan Dana Gampong kepada Menteri dalam
bentuk dokumen fisik.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada yat (5) dapat dibant oleh

Tenaga Pendamping Profesional.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 33

Menteri, gubernur, dan Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi,
pemanta 1in, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Gampong sesuai dengan
kewenangannya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat d antu oleh Perangkat
Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilal kan

menggunakan sistem  formasi Gampong.

BAB VII





























































































